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 Penelitian ini menganalisis apakah nilai aset tetap dan belanja modal dipertimbangkan 
dalam alokasi belanja pemeliharaan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
Kementerian Keuangan menggunakan regresi linear. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
nilai aset tetap dipertimbangkan dalam pengalokasian belanja pemeliharaan sedangkan 
belanja barang modal tidak. 
 
This study examined did last year aset balance and capital expenditure considered in 
allocating budget for aset’s preservation. The result show that capital expenditure did not 
deliberate in maintenance’s budget and on the other hand, value of total aset did. KATA KUNCI: 

alokasi belanja 
pemeliharaan 
nilai aset 
belanja modal 

 

  

 

1. PENDAHULUAN 

Alokasi belanja pemeliharaan yang memadai 
untuk memelihara kondisi aset pemerintah agar 
tetap dapat berfungsi dengan baik sangatlah 
penting. Pengalokasiannya pada setiap tahun 
anggaran sudah menjadi hal yang lumrah 
dilakukan oleh berbagai satuan kerja pemerintah. 
Namun demikian, terkadang anggaran yang 
dialokasikan terlalu besar yang berakibat 
kelebihan dana tersebut tidak dapat 
dimaksimalkan untuk belanja prioritas lainnya 
atau anggaran yang dialokasikan terlalu kecil 
sehingga pelayanan kepada customer 
terpengaruh. Salah satu Instansi Pemerintah yang 
mempunyai anggaran belanja pemeliharaan yang 
cukup besar adalah Kementerian Keuangan. 
Anggaran Pemeliharaan Kementerian Keuangan 
pada tahun 2016 hampir mencapai Rp1,5 Trilyun 
atau mencapai 10% dari nilai aset tetap yang 
dimiliki Kementerian Keuangan yang mencapai 
Rp14,5 trilyun. Anggaran pemeliharan masing-
masing unit eselon I di lingkungan Kementerian 
Keuangan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa rasio 
anggaran belanja pemeliharaan dengan nilai aset 
tetap terendah dimiliki oleh Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dengan nilai rasio 
1:42. Angka tersebut cukup rendah bila 
dibandingkan dengan unit Eselon I lainnya yang 
rata-ratanya mencapai 1:9,75. Rasio tersebut juga 
menggambarkan bahwa BPPK menganggarkan 
belanja pemeliharaan dengan jumlah yang sedikit 
atau kurang bila dibandingkan dengan nilai aset 
tetap yang harus dijaga kondisinya. Kurangnya 
alokasi belanja pemeliharaan di BPPK juga dapat 
dilihat dari realisasi anggaran belanja tersebut 
yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan 
alokasi belanja pemeliharaan per 1 Januari 
sebagaimana Tabel 2. Dapat dilihat dalam Tabel 2. 
selama empat tahun berturut-turut realisasi 
belanja pemeliharan di BPPK selalu lebih tinggi 
dibandingkan dengan pagu awal belanja 
pemeliharaan dengan persentase 10%-80% lebih 
tinggi. 
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Beberapa penelitian berusaha mencari 
bagaimana cara terbaik untuk pengalokasian 
anggaran pemeliharaan aset pemerintah dengan 
menelaah faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Penelitian Abdullah dan Halim (2006) 
menunjukkan bahwa belanja modal memiliki 
pengaruh positif terhadap belanja pemeliharaan.  

 
 
 
 

Sedangkan, penelitian Sembiring (2009) 
menunjukkan bahwa belanja modal dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh 
secara signifikan terhadap belanja pemeliharaan 
di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian-penelitian 
tersebut mengindikasikan bahwa belanja modal 
berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja 
pemeliharaan sehingga perlu dipertimbangkan 
dalam pengalokasian belanja pemeliharaan. 
Namun demikian, penelitian Karo-Karo pada 

tahun 2006 tentang hubungan belanja modal 
dengan anggaran operasional dan pemeliharaan 
pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa 
tahun 2003 dan 2004 menunjukkan bahwa 
anggaran belanja modal tidak memiliki hubungan 
dengan anggaran operasional dan pemeliharaan 
pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dengan alokasi belanja pemeliharaan yang 
relatif kecil dibandingkan dengan alokasi belanja 
pemeliharaan unit Eselon I lain dan aset yang 
dipelihara sehingga berdampak pada pelayanan 
yang diberikan kepada pelanggan serta perbedaan 
hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang 
pengaruh belanja modal pada belanja 
pemeliharaan, peneliti tertarik untuk mengetahui 
apakah nilai aset tetap dan belanja modal 
dipertimbangkan dalam alokasi belanja 
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pemeliharaan di BPPK. Dengan penelitian ini 
diharapkan dalam pengalokasian belanja 
pemeliharaan, instansi pemerintah 
mempertimbangkan faktor-faktor yang 
menentukan besarnya anggaran pemeliharaan 
sehingga menggambarkan kebutuhan yang 
semestinya serta aset-aset dapat terpelihara 
dengan baik. 
 

2. KERANGKA TEORITIS DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Definisi belanja pemeliharan menurut Buletin 
Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan 
Pengungkapan Belanja Pemerintah adalah 
pengeluaran  yang  dimaksudkan  untuk 
mempertahankan  aset  tetap  atau  aset  lainnya  
yang  sudah  ada  ke  dalam  kondisi  normal  tanpa  
memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. 
Peruntukan belanja pemeliharaan aset 
pemerintah dapat dilihat dalam Keputusan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
224/PB/2013 tentang Kodefikasi Segmen Akun 
pada Bagan Akun Standar sebagai berikut:  

1) Belanja pemeliharaan gedung dan 
bangunan, yakni digunakan untuk 
mempertahankan gedung dan bangunan 
kantor dengan  tingkat  kerusakan  
kurang  dari  atau  sampai  dengan  2%  
dan pemeliharaan halaman 
gedung/kantor agar  berada  dalam 
kondisi  normal. 

2) Belanja pemeliharaan gedung dan 
bangunan lainnya, yakni digunakan untuk 
membiayai pemeliharaan rumah dinas 
dan rumah jabatan  yang  erat  kaitannya  
dengan  pelaksanaan  tugas  para  pejabat  
seperti istana negara,  rumah jabatan, 
asrama, aula yang dipisah dengan gedung 
kantor, gedung museum beserta isinya 
termasuk taman, pagar agar berada 
dalam kondisi normal.  

3) Belanja pemeliharaan peralatan dan 
mesin, yakni digunakan untuk  
mempertahankan peralatan dan mesin 
agar berada dalam kondisi normal.  

4) Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 
dan Pelumas Khusus Non Pertamina, 
yakni digunakan  untuk  pembelian  
Bahan  Bakar  Minyak  dan  Pelumas yang  
digunakan  untuk  mendukung  
operasional  Alutsista  dan Non Alutsista 
Kementerian Pertahanan dan TNI.  

5) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya, yakni pengeluaran  
lainnya  untuk  mempertahankan 
peralatan dan mesin agar berada dalam 
kondisi normal. 

6) Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan, 
yakni digunakan untuk  mempertahankan 
jalan  dan  jembatan  agar  berada  dalam  
kondisi  normal.  

7) Belanja pemeliharaan irigasi, yakni 
digunakan  untuk  mencatat  
pemeliharaan untuk  mempertahankan 
irigasi  agar  berada  dalam  kondisi  
normal.  

8) Belanja pemeliharaan jaringan, yakni 
digunakan  untuk  mempertahankan 
jaringan  agar  berada  dalam  kondisi  
normal. 

9) Belanja pemeliharaan lainnya, yakni 
digunakan  untuk pemeliharaan  aset  
tetap  selain  gedung  dan bangunan,  
peralatan  dan  mesin  serta  jalan,  irigasi  
dan  jaringan  agar  berada dalam  kondisi  
normal  termasuk  pemeliharaan  tempat  
ibadah,  bangunan bersejarah seperti 
candi, bangunan peninggalan Belanda, 
Jepang yang belum diubah posisinya, 
kondisi bangunan/ Bangunan 
Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan  
cagar  valam,  cagar  budaya,  makam  
yang  memilki  nilai  sejarah, serta  
pemeliharaan  atas  aset  lainnya  yang  
bukan  milik  entitas tersebut  baik itu  
milik  entitas  pemerintah  pusat  lain  
ataupun  entitas  di  luar  pemerintah 
pusat. 

Peruntukan tersebut menentukan standar 
biaya belanja pemeliharaan setiap aset yang 
dimiliki oleh instansi pemerintah. Implementasi 
hal tersebut pada setiap kantor pemerintah yang 
berbeda-beda menarik beberapa peneliti untuk 
melakukan kajian. Kajian tersebut antara lain 
tentang faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi pengalokasian belanja 
pemeliharaan di instansi pemerintah. 

Karo-Karo (2006) meneliti mengenai 
hubungan belanja modal dengan anggaran 
operasional dan pemeliharaan pada pemerintah 
kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2003 dan 
2004. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
anggaran belanja modal tidak memiliki hubungan 
dengan anggaran operasional dan pemeliharaan 
pada pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa. 
Selain itu, penelitian tersebut menemukan bahwa 
ketika pemerintah daerah membuat kebijakan 
untuk mengalokasikan anggaran terhadap belanja 
modal, tidak diiringi dengan pengalokasian 
anggaran yang sesuai untuk belanja operasional 
dan pemeliharaan sehingga cenderung tidak 
seimbang.  

Abdullah dan Halim (2006) meneliti mengenai 
belanja modal pada anggaran pemerintah daerah 
dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan 
dan sumber pendapatan. Hasil penelitian beliau 
menunjukkan bahwa belanja modal memiliki 
pengaruh positif terhadap belanja pemeliharaan. 
Selanjutnya, menurut beliau, sumber pendapatan 
daerah berupa dana perimbangan memiliki 
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pengaruh positif terhadap belanja modal, 
sementara pendapatan asli daerah tidak. 

Sembiring (2009) meneliti mengenai pengaruh 
belanja modal dan pendapatan asli daerah 
terhadap belanja pemeliharaan dalam realisasi 
anggaran pemerintah dan kabupaten dan kota di 
Propinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian beliau 
menunjukkan bahwa belanja modal dan 
pendapatan asli daerah berpengaruh secara 
signifikan terhadap belanja pemeliharaan. Belanja 
modal dan pendapatan asli daerah memiliki 
pengaruh secara parsial terhadap belanja 
pemeliharaan, namun belanja modal memiliki 
pengaruh yang lebih besar. 

Bland  dan  Nunn  (1992), juga  menganalisis  
hubungan  belanja  modal  dan  belanja 
pemeliharaan menyatakan  bahwa  terdapat  
perbedaan  dalam  proses  pembuatan  keputusan 
pengalokasian antara anggaran belanja modal 
dengan anggaran belanja pemeliharaan. 
Perbedaan  tersebut  terjadi  karena  sifat  kedua  
belanja  yang  berbeda. Belanja  modal adalah  
belanja  variabel,  yakni  belanja  yang  terjadi  
karena  adanya  kebutuhan  atau aktivitas untuk 
menghasilkan aset tetap, sementara belanja 
pemeliharaan bersifat rutin tahun  ke  tahun,  
sesuai  keadaan  aset  tetap  yang  dimiliki  oleh  
pemerintah. Bland  dan Nunn  juga  
mengemukakan  bahwa  adanya  belanja  modal  
berpengaruh  terhadap anggaran  belanja  
pemeliharaan,  walaupun  pengaruhnya  tidak  
dapat  disamakan  antar setiap kota dan jenis 
layanan. 

Rustiyaningsih (2012) meneliti mengenai 
pengaruh belanja modal terhadap anggaran 
belanja pemeliharaan dengan studi kasus di 
kabupatan dan kota lingkup Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur. Hasil penelitian beliau menunjukkan 
bahwa belanja modal memiliki pengaruh 
signifikan dengan belanja pemeliharaan untuk 
tahun yang sama. Selanjutnya, beliau juga 
menemukan bahwa belanja modal memiliki 
pengaruh yang tidak signifikan dengan belanja 
pemeliharaan pada tahun yang berbeda. 

Hasibuan (2015) meneliti mengenai pengaruh 
nilai aset tetap yang akan dipelihara, belanja 
modal, dan pendapatan asli daerah terhadap 
anggaran belanja pemeliharaan kabupaten/kota 
di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 sampai 
dengan 2014. Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa nilai aset yang akan 
diperlihara dan belanja modal berpengaruh 
signifikan terhadap anggaran belanja 
pemeliharaan, sedangkan pendapatan asli daerah 
tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran 
belanja pemeliharaan. 

Pujiastuty (2017) meneliti mengenai analisis 
faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran 
belanja pemeliharaan pada Sekretariat Jenderal 

Kementerian Keuangan. Hasil dari penelitian 
beliau menunjukkan bahwa realisasi belanja 
modal, realisasi belanja pemeliharaan, nilai aset 
tetap yang dipelihara berpengaruh secara 
signifikan terhadap alokasi belanja pemeliharaan. 
Secara parsial, realisasi belanja modal dan nilai 
aset tetap yang dipelihara berpengaruh signifikan 
terhadap alokasi belanja pemeliharaan, sedangkan 
realisasi belanja pemeliharaan tidak berpengaruh 
signifikan. 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori 
yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 
menyusun model ekonometrika dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
Yt =  α + β1 log ANGBMi(t-1)  + β2 log TOTALi(t-1) 

+ eit 
dimana :  
     Y adalah alokasi anggaran belanja 
pemeliharaan. 
     α adalah konstanta.  
     β1 dan β2 adalah koefisien regresi untuk 
variabel X.  
     log ANGBMi(t-1) adalah logaritma alokasi 
anggaran     belanja modal pada tahun t-1 satuan 
kerja i.  
     log TOTALi(t-1) adalah logaritma nilai aset 
tetap yang dipelihara pada tahun t-1 satuan kerja 
i.  
     eit  adalah kesalahan (error). 
Dengan hipotesis penelitian 
1. Alokasi Belanja Modal 

H01 :  Alokasi belanja modal tidak 
berpengaruh terhadap alokasi 
anggaran belanja pemeliharaan. 

Ha1 : Alokasi belanja modal berpengaruh 
terhadap alokasi anggaran belanja 
pemeliharaan. 

2. Nilai Aset Tetap yang Dipelihara 

H02 : Nilai aset tetap yang dipelihara tidak 
berpengaruh terhadap alokasi 
anggaran belanja pemeliharaan. 

Ha2 : Nilai aset tetap yang dipelihara 
berpengaruh terhadap alokasi 
anggaran belanja pemeliharaan. 

Nilai aset tetap yang dipelihara juga 
seharusnya memiliki andil dalam pengalokasian 
anggaran belanja pemeliharaan. Seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya, alokasi anggaran belanja 
pemeliharaan seharusnya bertambah akibat 
adanya pertambahan nilai aset sebagai 
konsekuensi pelaksanaan belanja modal. Selain 
itu, nilai aset tetap juga dapat berkurang karena 
berbagai sebab seperti mengalami kerusakan, 
hilang, atau dipindahtangankan seperti dijual, 
dihibahkan, ditransfer. Dengan kondisi tersebut, 
seharusnya sebuah instansi akan mengurangi 
jumlah alokasi anggaran belanja pemeliharaannya 
mengikuti nilai aset yang dipelihara.  

Secara umum, penggunaan anggaran belanja 
modal oleh sebuah instansi akan berdampak pada 
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penambahan nilai aset tetap yang dimiliki oleh 
instansi tersebut. Dengan bertambahnya nilai aset 
tetap yang dimiliki, maka sudah sewajarnya 
instansi tersebut akan mengalokasikan anggaran 
untuk menjaga kondisi aset tersebut agar tetap 
dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan 
untuk menunjang kinerja. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Objek  pada penelitian  kali ini  adalah alokasi  
anggaran  belanja  pemeliharaan  pada satuan 
kerja lingkup Eselon I Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian  
Keuangan. BPPK adalah salah satu unit Eselon I di 
lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki 
tugas sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
234/PMK.01/2015 yaitu sebagai unit yang 
melaksanakan pendidikan pelatihan dan 
sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. 
Kegiatan utama BPPK adalah menyelenggarakan 
pendidikan dan pelatihan bagi pegawai 
Kementerian Keuangan. BPPK mempunyai 20 
satuan kerja yang terdiri dari 6 Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan (Pusdiklat), 1 Sekretariat Badan, 1 
Politeknik Keuangan Negara STAN dan 12 Balai 
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Balai Diklat). 
Satuan kerja yang memenuhi kriteria, yaitu kantor 
tersebut  memiliki  anggaran  belanja  
pemeliharaan, belanja modal, serta neraca aset 
dari tahun 2011 sampai dengan 2016 akan 
dijadikan sampel. Berdasarkan  kriteria  yang 
sudah ditetapkan tersebut, maka  sampel  yang  
didapat dalam penelitian ini sebanyak 20 satuan 
kerja dengan data 5 tahun observasi  sehingga 
jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 100 
observasi. Pada saat pengujian, penulis melakukan 
transformasi data dalam bentuk logaritma (log) 
untuk memenuhi uji asumsi dan mendapatkan 
model terbaik.  

Sarana pengujian yang digunakan oleh peneliti 
untuk melakukan regresi data panel adalah 
perangkat lunak Eviews 9 untuk sistem operasi 
Windows. Data penelitian  akan  diinput  melalui  
perangkat  lunak Microsoft Excel 2007. 

 

 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Statistik Deskriptif 

BPPK adalah salah satu supporting unit di 
Kementerian Keuangan yang memiliki tugas 
sebagai unit yang melaksanakan pendidikan 
pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang 
keuangan negara. Kegiatan utama yang 
diselenggarakan adalah pelaksanaan pendidikan 
dan pelatihan sebagai bentuk pelayanan bagi 
pegawai Kementerian Keuangan. BPPK memiliki 
satuan kerja di pusat (Jakarta) dan di daerah 
untuk melayani kebutuhan pendidikan dan 
pelatihan bagi pegawai Kementerian Keuangan 
yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. 
Dengan jumlah satuan kerja sebanyak 20 yang 
terdiri dari 8 satuan kerja pusat yaitu Sekretariat 
Badan, PKN STAN, dan Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan (Pusdiklat) serta 12 satuan kerja daerah 
yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
(Balai Diklat Keuangan).  

Alokasi anggaran belanja pemeliharaan BPPK 
dari tahun 2012 sampai dengan 2015 
berkecenderungan meningkat setiap tahun. 
Namun demikian 7 satker mengalami penurunan 
anggaran pemeliharaan pada tahun 2016. 
Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa untuk 
variabel alokasi anggaran belanja pemeliharaan 
dari tahun 2012 sampai dengan 2016 memiliki 
rata-rata sebesar Rp591.512.450. Simpangan baku 
(standard deviation) untuk variabel alokasi 
anggaran belanja pemeliharaan pada satuan kerja 
lingkup BPPK adalah sebesar Rp534.797.872,80. 
 Nilai aset tetap yang dipelihara selama tahun 
2011 sampai dengan 2015 memiliki tren yang 
cenderung naik. Nilai aset yang besar biasanya 
didominasi oleh nilai tanah, gedung dan bangunan 
yang besar sehingga terdapat perbedaan cukup 
mencolok nilai aset tetap yang dimiliki antara PKN 
STAN dengan satuan kerja lainnya. Hal ini 
disebabkan karena banyaknya jumlah gedung 
yang dimiliki oleh PKN STAN bila dibandingkan 
dengan satuan kerja lainnya. Untuk variabel nilai 
aset tetap yang dipelihara, nilai rata-rata aset 
untuk seluruh sampel penelitian yakni satuan 
kerja lingkup BPPK pada tahun 2011 sampai 
dengan 2015 adalah sebesar 
Rp37.395.569.775,71. Simpangan baku (standard 
deviation) untuk variabel nilai aset tetap yang 
dipelihara pada satuan kerja lingkup BPPK adalah 
sebesar Rp50.585.337.559,18. 
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Alokasi belanja modal pada seluruh satuan 
kerja lingkup BPPK menunjukkan bahwa alokasi 
belanja modal secara garis besar menunjukkan 
tren yang fluktuatif. Banyak satuan kerja yang 
mengalokasikan tinggi pada tahun 2011 kemudian 
mengalami turun naik sampai di tahun 2016. 
Alokasi anggaran yang dilakukan oleh Pusdiklat 
Pajak melesat naik pada tahun 2016 dengan nilai 
sebesar Rp69.078.875.000. Alokasi ini 
diperuntukan untuk membangun gedung asrama 
diklat. Dari seluruh satuan kerja lingkup BPPK, 
terdapat 3 (tiga) satuan kerja yang pernah 
mengalokasikan anggaran belanja modal diatas 
Rp20.000.000.000 yakni PKN STAN di tahun 2011, 
Balai Diklat Pontianak di tahun 2014, dan 
Pusdiklat Pajak di tahun 2015. Yang ketiga-
tiganya sebagian besar alokasi belanja modal 
tersebut digunakan untuk membangun gedung. 
Selain ketiga satuan kerja tersebut, hampir 
sebagian besar memiliki alokasi anggaran di 
bawah Rp20.000.000.000. Berdasarkan  Tabel  3  
dapat dilihat  bahwa  rata-rata  alokasi   belanja 
modal pada satuan kerja di lingkup BPPK pada 
tahun 2011 sampai dengan  2015  adalah  sebesar  
Rp4.351.682.000. Simpangan baku (standard 
deviation) untuk variabel alokasi anggaran belanja 
modal pada satuan kerja lingkup BPPK adalah 
sebesar Rp9.391.623.612,84. 
 
4.2. Hasil Pengujian Hipotesis 

Setelah dilakukan estimasi pemilihan model 
dengan tiga uji sebelumnya, dapat ditentukan 
bahwa model analisis regresi yang terbaik adalah 
model regresi Random Effect. Berdasarkan hasil 
regresi data yang telah ditransformasikan, 
didapatkan model seperti yang ditampilkan pada 
Gambar 1. 

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat Adjusted 
R2 pada model regresi ini adalah sebesar 0,470612 
atau 47,06%. Hal menunjukkan bahwa 
kemampuan variabel-variabel independen dalam 
persamaan regresi ini dapat menjelaskan variasi 
variabel dependen sebesar 47,06%. Sedangkan 
sisanya sebesar 52,94% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak disertakan dalam penelitian.  

Hasil uji statistik t untuk tiap variabel 
independen dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Alokasi Belanja Modal  
Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas t-statistic untuk variabel alokasi 
belanja modal (X1) adalah sebesar 0,3044 atau 
lebih dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Hal ini 
berarti bahwa H01 diterima sedangkan Ha1 ditolak. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
alokasi belanja modal tahun sebelumnya tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi 
anggaran belanja pemeliharaan. 

 

 Hal ini berbeda dengan penelitian Legianto 
(2010) serta Bland dan Nunn (1992). Bland dan 
Nunn (1992) berpendapat bahwa konseptualisasi 
dari dampak adanya belanja modal terhadap 
pengalokasian belanja pemeliharaan dapat 
dikatakan bersifat semu. Hal ini dikarenakan 
keputusan dalam merealisasikan belanja modal 
baik bangunan maupun peralatan mesin biasanya 
dilakukan karena dua hal sebagai berikut:  
a. Belanja modal untuk menggantikan aset lama 

menjadi aset baru. Penggantian ini didasari 
oleh pertimbangan bahwa aset lama memiliki 
tingkat biaya pemeliharaan yang tinggi 
sehingga penggantian dengan aset baru 
diharapkan dapat mengurangi biaya 
pemeliharaan. Setidaknya, dengan adanya 
penggantian aset ini belanja pemeliharaan 
yang dianggarkan ke depan akan bernilai 
tetap atau mengalami penurunan.  

b. Belanja modal dialokasikan untuk ekspansi 
atau menambah jumlah aset yang ada dengan 
tujuan meningkatkan pelayanan. Konsekuensi 
dari adanya penambahan jumlah  aset  dari  
aset  yang  ada  sebelumnya tentu akan 
meningkatkan  anggaran untuk belanja 
operasional dan belanja pemeliharaan karena 
penambahan aset baru  memerlukan 
pemeliharaan dalam pengoperasiannya. 

 Dari dua peryataan tersebut, dapat dikatakan 
bahwa alokasi belanja modal memiliki dua sisi. Di  
satu  sisi  alokasi belanja  modal  dapat  
mengurangi  belanja pemeliharaan,  sedangkan  di  
sisi  lain  alokasi  belanja  modal  dapat  
meningkatkan anggaran  belanja  pemeliharaan  di  
masa  mendatang. Sehingga Bland dan Nunn 
(1992) mengemukakan bahwa belanja modal 
akan berpengaruh terhadap belanja operasi dan 
pemeliharaan pada tahun mendatang. 
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Melihat kembali pada pada definisi belanja 
modal menurut Halim (2004), bahwa belanja 
modal merupakan belanja pemerintah daerah 
yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran 
dan akan menambah aset atau kekayaan daerah 
dan selanjutnya akan menambah belanja yang 
bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Dari sini 
dapat ditarik kesimpulan bahwa konsekuensi dari 
adanya belanja modal adalah adanya penambahan 
aset atau kekayaan negara dan akan menambah 
biaya pemeliharaan. Namun, dalam proses 
perencanaan alokasi anggaran belanja 
pemeliharaan di tahun berikutnya BPPK tidak 
memperhatikan alokasi anggaran modal tahun 
sebelumnya sebagaimana penelitian Karo-Karo 
yang menemukan bahwa pemerintah daerah tidak 
memperhatikan adanya alokasi belanja modal di 
tahun sebelumnya. Maka dari itu, ketika di uji 
secara statistik hasil yang didapat adalah seperti 
yang telah diutarakan sebelumnya. 

2) Nilai aset yang dipelihara 
      Berdasarkan  hasil  uji  statistik  t  pada  
Gambar 1 dapat dilihat bahwa  nilai probabilitas  
untuk  pengaruh nilai  aset tetap  yang  dipelihara  
(X2)  terhadap  alokasi anggaran belanja 
pemeliharaan (Y) adalah 0,0000. Nilai tersebut 
lebih rendah dari tingkat kepercayaan sebesar 
0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa nilai aset 
tetap yang dipelihara memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap anggaran belanja 
pemeliharaan. Variabel nilai aset tetap yang 
dipelihara juga mempunyai  koefisien  positif 
sebesar 0,548297 yang dapat dilihat pada Gambar 
1 Nilai koefisien tersebut memiliki arti  apabila  
nilai  koefisien  tetap  (konstan)  maka  kenaikan  
nilai aset tetap yang dipelihara sebesar 1  persen  
akan  menaikkan  alokasi anggaran  belanja  
pemeliharaan sebesar 0,548297 persen. 

 Merujuk kembali beberapa pengertian belanja 
pemeliharaan, berdasarkan  Buletin  Teknis  
Nomor  04  tentang  Penyajian  dan  
Pengungkapan Belanja Pemerintah disebutkan: 

Belanja  pemeliharaan  adalah  pengeluaran  yang  
dimaksudkan  untuk mempertahankan  aset  tetap  
atau  aset  lainnya  yang  sudah  ada  ke  dalam  
kondisi normal  tanpa  memperhatikan  besar  
kecilnya  jumlah  belanja.  Belanja  pemeliharaan 
meliputi antara lain pemeliharaan tanah, 
pemeliharaan gedung dan bangunan  kantor,  
rumah  dinas,  kendaraan  bermotor  dinas,  
perbaikan  peralatan dan  sarana  gedung,  jalan,  
jaringan  irigasi,  peralatan mesin,  dan  lain-lain  
sarana yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan pemerintahan. 

     Selanjutnya, Belanja pemeliharaan berdasarkan 
PMK Nomor 101 Tahun 2011 tentang Klasifikasi 
Anggaran merupakan bagian dari belanja barang 
operasional yang terdiri dari belanja biaya 
pemeliharaan gedung dan bangunan (termasuk 

gedung  operasional  sehari-hari  berikut  halaman  
gedung  operasional) dan belanja  biaya  
pemeliharaan  peralatan  dan  mesin  (ditafsirkan  
sebagai  pemeliharaan aset  yang  terkait dengan  
pelaksanaan  operasional satuan kerja  sehari-
hari)  tidak  termasuk biaya pemeliharaan yang 
dikapitalisasi. 

Berkaitan  dengan  beberapa  pengertian  
belanja  pemeliharaan  tersebut, secara garis besar 
dapat dijelaskan bahwa sebenarnya fungsi belanja 
pemeliharaan itu sendiri memang erat kaitannya 
dengan nilai aset tetap  atau  aset  lainnya  yang  
dimiliki  oleh  suatu  organisasi. Hal ini memang 
sesuai fungsi utamanya yakni untuk menjaga agar 
aset tersebut tetap berada dalam kondisi siap 
pakai. Oleh karena itu, suatu aset perlu untuk 
dipelihara kondisinya. Selain  itu, dalam Pasal 46 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
juga disebutkan bahwa Pengelola Barang, 
Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang  
bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang 
Milik Negara/Daerah yang berada di  bawah 
penguasaannya. Aset tetap adalah salah satu 
bagian dari Barang Milik Negara/Daerah sehingga 
aset tetap juga memerlukan pemeliharaan. Hal ini 
sesuai dengan hasil uji regresi yang telah 
dilakukan. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa 
nilai aset tetap yang dipelihara mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap anggaran 
belanja pemeliharaan. 

 Kegiatan pemeliharaan biasanya  dilakukan  
terhadap  barang  yang  digunakan dengan tanpa  
merubah,  menambah,  atau  mengurangi  bentuk, 
fungsi, maupun  kontruksi barang tersebut. 
Dengan begitu, barang tersebut akan tetap dapat 
digunakan dengan kondisi baik. Selain itu, 
kegiatan pemeliharaan biasanya dilakukan lebih 
pada menjaga agar fungsi suatu barang tetap 
berjalan dengan baik. Sesuai dengan ketentuan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman 
Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam 
Sistem Akuntansi Pemerintah sebagaimana diatur 
kembali terakhir melalui Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang 
Penatausahaan Barang Milik Negara, kondisi aset 
tetap dikelompokkan menjadi baik,  rusak  ringan,  
dan  rusak  berat. Atas kondisi aset tersebut, 
hanya aset-aset yang dalam kondisi baik dan 
rusak ringan sajalah yang boleh dialokasikan 
anggaran belanja pemeliharaannya. Untuk aset 
dengan kondisi rusak berat, nilai aset tersebut 
tidak akan dimasukkan ke dalam bagian Aset 
Tetap di dalam Neraca, tetapi akan dimasukkan ke 
dalam bagian Aset Lainnya. Hal ini sesuai dengan 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 
7 yang menyebutkan bahwa aset tetap harus 
dalam kondisi siap pakai untuk digunakan. Hal ini 
memberikan gambaran bahwa belanja 
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pemeliharaan juga selalu dikaitkan dengan 
kondisi aset. 

 Pengaruh signifikan nilai aset tetap yang 
dipelihara terhadap alokasi anggaran belanja 
pemeliharaan juga berhasil dibuktikan dalam 
beberapa penelitian terdahulu. Purba (2013) 
mengemukakan bahwa nilai aset tetap yang 
dipelihara berpengaruh signifikan dalam hasil 
penelitiannya di pemerintah kota/kabupaten di 
Provinsi Sumatera Utara. Hasibuan (2015) juga 
mengemukakan bahwa nilai aset tetap yang 
dipelihara berpengaruh signifikan dalam hasil 
penelitiannya yang menggunakan metode 
Structural Equation Model (SEM). Pujiastuty 
(2017) juga mengemukakan hal yang sama bahwa 
nilai aset tetap yang dipelihara berpengaruh 
signifikan dalam alokasi belanja pemeliharaan di 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.  

 Pengaruh nilai aset yang dipelihara terhadap 
anggaran belanja pemeliharaan pada satuan kerja 
di lingkup BPPK memiliki koefisien positif. Ini 
berarti pengaruh antara kedua variabel tersebut 
berbanding lurus.  Hal ini sangatlah wajar karena 
apabila sebuah nilai aset bertambah, yang dapat 
berupa hasil dari belanja modal, transfer masuk, 
atau hibah, maka tentunya akan meningkatkan 
alokasi anggaran belanja pemeliharaan untuk 
menjaga kondisi aset tersebut agar tetap siap 
pakai. Selain penambahan jumlah aset 
peningkatan alokasi belanja pemeliharaan juga 
dapat terjadi jika aset tetap yang dimiliki banyak 
akan tetapi jika lebih dominan yang mengalami 
rusak ringan atau rusak berat bila dibandingkan 
dengan aset yang kondisinya baik, maka akan 
berdampak pada peningkatan anggaran belanja 
pemeliharaan guna memperbaiki aset-aset 
tersebut.  

 Namun, anggaran pemeliharaan bisa jadi 
berkurang jika terdapat penambahan aset baru 
guna menggantikan aset lama yang telah rusak 
berat karena aset baru dengan kondisi yang masih 
baik cenderung membutuhkan belanja 
pemeliharaan yang lebih sedikit. Dalam hal ini, 
pengaruh nilai aset tetap yang dipelihara dapat 
berbanding terbalik alokasi anggaran belanja 
pemeliharaan.  

 Berdasarkan  hasil  penelitian,  satuan  kerja  di  
lingkup BPPK sebaiknya tetap  memperhatikan  
nilai  aset  tetap  yang  dipelihara  beserta jumlah  
dan  kondisi  asetnya  dalam  mengalokasikan  
anggaran  belanja  pemeliharaan. Hal ini terutama 
dilakukan agar proses penganggaran dapat 
berjalan lebih efektif dan efisien. 

5. KESIMPULAN 

 Hasil uji regresi dengan model Random Effect 
menunjukkan bahwa nilai Adjusted R2 sebesar 
0,470612 atau 47,06%. Hal tersebut berarti 
bahwa variabel-variabel independen dalam 

persamaan regresi dapat menjelaskan hubungan 
dengan variabel terikat sebesar 47,06 %.  
Sedangkan  sisanya  sebesar 52,94% dipengaruhi 
oleh  variabel  lain  yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian ini. Berdasarkan analisis regresi 
tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel alokasi belanja modal tidak 
berpengaruh signifikan terhadap alokasi 
anggaran belanja pemeliharaan. Hal ini 
mungkin karena, dalam prakteknya, para 
penyusun anggaran di BPPK dalam menyusun 
alokasi anggaran belanja pemeliharaan tidak 
atau kurang memperhatikan adanya alokasi 
belanja modal yang dilaksanakan pada tahun  
berjalan.  

2. Variabel nilai aset tetap yang dipelihara 
berpengaruh signifikan terhadap alokasi 
anggaran belanja pemeliharaan dengan nilai 
koefisien sebesar 0,548297. Hal  ini 
dikarenakan fungsi belanja pemeliharaan 
sebagai  belanja  yang dikeluarkan untuk 
mempertahankan kondisi aset tetap atau aset 
lainnya agar dapat digunakan dalam kondisi 
siap pakai sehingga besaran aset tetap yang 
dimiliki akan mempengaruhi besaran alokasi 
anggaran belanja pemeliharaan. Angka 
koefisien yang positif menunjukkan hal yang 
sangat wajar karena apabila sebuah nilai aset 
bertambah, maka tentunya akan 
meningkatkan alokasi anggaran belanja 
pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset 
tersebut agar tetap siap pakai.  

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

1. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  dua  
variabel  independen  yakni alokasi  belanja  
modal dan  nilai  aset  tetap  yang dipelihara 
sehingga dapat ditambahkan variabel-
variabel atau proksi lain yang mungkin 
mempengaruhi alokasi belanja modal, semisal 
rata-rata tertimbang nilai dan umur aset dan 
sebagainya. 

2. Alokasi  anggaran  belanja  pemeliharaan  
yang  menjadi  objek  penelitian  ini 
merupakan  nilai  total  dari alokasi  anggaran  
belanja  pemeliharaan  keseluruhan dan  tidak 
dibedakan berdasarkan jenis pemeliharaan 
yang diberikan, seperti belanja pemeliharaan 
gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan 
peralatan dan mesin, dan lainnya. 

3. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan pendekatan statistik untuk 
menguji data sekunder yang didapat oleh 
peneliti. Penelitian lebih lanjut akan lebih baik 
apabila dipadukan dengan metode kualitatif 
agar mendapatkan informasi yang lebih 
mendalam.   

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
nilai aset tetap yang dipelihara berpengaruh 
signifikan terhadap alokasi anggaran belanja 
pemeliharaan. Maka dari itu, diharapkan 
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penelitian selanjutnya  dapat dilakukan  
dengan  menggunakan  variabel  independen  
dan variabel dependen  yang  dirinci  
berdasarkan  jenis  asetnya,  seperti  belanja 
pemeliharaan untuk gedung dan bangunan, 
peralatan dan mesin, dan lainnya. 

5. Agar dalam mengalokasikan anggaran belanja 
pemeliharaan sebaiknya perlu 
memperhatikan banyak faktor yang dapat 
dijadikan sebagai baseline. Selain itu, nilai aset 
tetap yang dipelihara dan kondisi aset, 
baseline  lain yang dapat digunakan dapat 
berupa alokasi belanja modal pada tahun 
berjalan seperti yang sudah dibuktikan dalam 
beberapa penelitian terdahulu. 
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